FPEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK |TK) AL-IZZAH 2

Menimbanp

WALIKOTA SORONG
PROVINEBI PAPUA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR <49 TAHUN 2014

TENTAMNG

KOTA SORONG

DENGAN FRAHMAT TUHAN YANG MAHA EBA

WALIKOTA SORONG,

Bahwa Pendiudikan Taman Kanak-Kanak (TR) ndalah
merupakan salah  sato bentuk  Penvelenggaraan
FPendidikan Pra Sckolah vang sangat penting dan
hermanfaatl dalam pertumbuhan dan perkembangan
anak  usia dini scbelum memasuki Lembaga
Pendidilkan Dasar;

b il Y SFE R peningkalan tem prrolel
virian pendiadikan pada jenjang pendudikan Pra
Selkolah b Kota Soreng, perluy meningkatkan peran
sertn masvarakat schagatr mitra Pemervintah dalam
peuyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-RKanak
TR

bahwa Lembagsa Pendidikan Pra Sekolah  adalah
bentuk Taman Kanak-Kanak (TK) vang sudah ada di
hota Sorong, jumlab  dan  dava tampung  serta
penyebarannya imasih  terbatas, sehingga masih
terdapat sejumlah anak usia Taman Kanak-Kanak
varg belum  berkesempatan memperoleh  lavanan
pendidilean

hahwa  berdasarkan pertiwmbangan schagatmana
dimaksud dalam huvaf o, huruf b dao hueaf o, perlo
menctapkan  Peraturan Walikola  Sorong tentang
Memberian [pn Mendivikan Taman kKanak-kanak (T
Al-lezahy 2 Kota Sorong !

L Indange iaddang Momor <5 Tabhoan 1999 tentang

Hembhentukan Mroviost lriao Jasva Tengah, Pravins:
Irian  Jaya; Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimiks, Wabupalcn Muncak Jayva dan Kota Sorong |
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomaor 173, Tambahan Lemharan Negara Eepublik
Indoncsia Nomor 3894} scbagaimana telal diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 435
Tahur 1999 lentang Pembentukan Provins: Irian Java

Tengah, Provinsi Inan Java Baral, Kabupaten Paniai,

habinpalen Mimitka, Kabupaten Puncalk Jdava  dan
hota Sorong (Lembaran Meparn BEepublik Indoncesia
Momor 72, Tamhahan Lembaran MNesara Repnlslik
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ndone=Unedane. Nomaor 21 Tahun  Z0H1 pertang
(ronemi Khusus  bagi Propinsi Papua {(Lembaran
Mepars Repnblik Indopesia Tahun 2001 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Momor <4151} sSebagaimana telah diubah dengan
Undang - Undang Momor 35 Tahun 2008 lenlang
Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubaban Atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
(tonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4884 ;

Undaneg-Undang Nomor 32 Tahoan 2001 tentang
Pemerintahan Daerah (Letabaran Negarp Republik
lselonesian Tahi 2004 Momoer 125, Tambabhan

Lewharan Megarn Bepahlik  Indonesia Nomor 44937
sobpprinraia telab divbah o helbernpa . Bali, derakbn
il s I nekbmne- L ndanp Facaprnon 2 "Haban 205
lentang Pecabahan kedon Undang-Lhiadang. Nomor 323
Tahon 2004 Tentang 'cmervintahan Dacrah [Lembaran
Negara Hepuhblik Indonesia Tahun 2008 Nomor o9,
Tamhbahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia

Nomor 484+41);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan RKeuangan sautara Pemerintah Pusat dan
Pemerintaban Dacrah  [Lembaran Negara  Republik
Tndoenesia Tahun 20000 Moo 126, Tamhahan
Lembaran Negara BEepublilk Indeonesia Nowor 44.38],

Undanp-Undang Nomor 12 Tahun 2011 fes1nlang
Pembentinkan Feraluran  Perundang undangan |
Lembaran Mogara Repuhlik Indonesia FTabhun 2011
Nomor 82, Tambaban  Lembaran Negara Republik
|ndlonesin Nomar 520

R e W A Pevpiceinbnly MWomoes 38 Taliwn, 2000 Lenlang
Peneclolaan Keuanean Daerab (Lembaran Negacd Repubiik
Indonesie Tahun 2003 Naomar 140, Tamlbahan Lembaran

Negara Nepabbik Indenesia Noamaor 43758},

Peraturan Pemerintah Nemor 79  Tahun 2005
tcntang Pedoman  Pembinaan dan  Peogawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran  Negara Republik  [ndonesia
Nomeor 4593),;

Perudiuran Pomermdanle Nowmwor 38 Tahian 2007 (enlag
Pembagian  Urnsan Memerintahan antara  Memerintah,
Pemervintahan Dacrabh Provinsi, dan Pemerintahan Dacrah
Fabnpatlenf kot (Lembaran Negara Fepohhk  [neonesice
Tahun 2007 Nomor #2, Tambahan  Lembacan Negara
Fepulbilike Indonesia Nomor 4737);

Lindang — Undlang Nomor 20 Tahun 2000 fenlang Sistem
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negarn Republik Indoncsia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran  Negars
Foepublik Indonesia Nomor 4301 ),

Peraturats  Pemerintah Nomor 2Y Tahun 1990 tentang
Pendidikan  Pra  Sckelah [ Lembaran  Negaia Republik
Indenesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3411 )



11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1902 lentang
Peran Serta Masyvaraksl Dalam Pendidikan Nasional. |
Lembaran Negara Republik Indonesia Taliin 1992 Namoy
At Tambahan Lembaran Negara Republidk  Indonesia
Momor 3485

| 2. Presaturan Montert Dalaoy Negert Nomor 1 Tahun, 20714
tentang Pembentokan Prodolk Hukom Daerab (Berita
Megarn Republik Indonesia Tahun 2001149 Nomaor 32},

b heputnsan Menteri Peopdidikan Nasional  Nomor 17
Tahmn 2010 tentang Pedoman Pendivian Sckolah;

Memperhatikan: 1 Surat  kepala  [dinas  Pendidikan Kota  Sorong
i ] -

Nemor 421.9 f 012 J 2014, Tanggal 29 April 2014
peribal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan.

2, Proposal Permohonan Surat [zin Pendirian dan
n:']]-_.m-;-mirmr_::t Yavasan Al-lzzah Sorong.

MEMUTUSKAN :

Menclapkan : PERATURAN WALIKOTA SORONG TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK [TK] AL-1ZZAH
2 HKOTA SORONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini vang dimaksuad dengan

i
L

]

Facrah adalah Kola Sorong

Pemerintah Dacrah adalah Walikota dan Perangkat Dacrah selagan
unsne penvelenegeara Pemerintab acrah

Woalikotn mlalah Waltlkota Sarng

Geleretaris Dacrah adalnh Sekretars Daerah kota Serong

Danas Peodidilkon dan Kebadavaan alalah Dinas Pendidikan dan
Focbonedavmn ol Sorong

Fepala Dnas Pendidikan dan Kebondavaan adalah Kepala  Dinas
Pepdidikan dan Kebudayaan  kola Sorong;

Taman Kanak-kanak adalal Taman Kanalk-kanak (TK) Al-1zzah2;

Yavasan adalah Yayvasan Allzzah Sorong.

BAR II

Pasal 2

ngan Peeaturan Walikota  ini o diberikan ijin Pemdivian. dan

errsional  Taiwmn  Kanak-lkanal TR Taman Kanak-kanak ([Th)

YV -Taraly 2l Saarig



BAB III
NAMA, TEMPAT DAN STATUS SEKOLAH
Bagian Pertama
Nama

Pasal 3

Mt T Kanak-Kanak adalah  lama lanask-kanal

Ml=Teenl 2 Katpe-Sorane

Bagian Hedua
Tempat

Pasal 4

(T

Sekolall Taman Kanak-kanak (TK) Al-Tzzah2 bertempal i Rota Sorong,

Bagian Ketiga
GBtatus Sekolah

Pasal S5

Taman Kanak-kanak (TR} Al-lTezah2 ini bersiatus Sekolah Swasta.

BAB IV
PELAKBANAAN

Pasal &

CH e ladisanaan pendalikan pags Peonien Kamak-Kangak (TR) Al-lzz

Kota Sorong terhitung mmalat Tahon Pelajaran 20 |53 20k

(2 ‘Tanaan Lanak-kanak  (Tlk)  scbagaimana  lerschot aval

il

i 1]

meinksanakan korikulum Nasional sesual Peraturan Perundaig-
-

ndanean yang mengatur lentang penyelenggaraan pendidikan.

(3] lepala Taman kanak-Ranak melaporkan pelaksanaan kegiatan

Sekolah pada setiap bulan kepada Walikota Sorong melalni Kepala

Dinas pendidilcan hota Sorang.



_a_

(1} Tidak membebankan Siswa dengan pungutan-pungutan biava
lainnya yvang tidak sesuai dengan Kepmtusan Menteri Pendidikan
Nasional.

BAB V
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

{l) lzin sewaktu-wakin «dapat dicabut apabila tidak mentaati
ketentuan va g
berlaku dan vang ditetapkan dalam Peraturan ini.

() Persturan ind malai hervlaka pada tanepal dinndangkan

Agar sctiap orang mengetahuinyva, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempalannya dalam  Berita Dacrah Keola
DOTOILY.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 10 -6 - 2014

WALTKOTA BOQRONG,
CAP / TTD
LAMBERTHUS JITMAU
Dinndangkan di Sorong
pada tanggal 10 -6 - 2014

Pit. SEXEETARIS DAERAH HOTA SORONG,
CAP / TTD
H. E. SBIHOMBING

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 NOMOR 49

NIP. 19580510 199203 1 005






